5. Penyuluhan kepada Masyarakat Pedesaan dan Wilayah Pinggiran mengenai
tidak boleh membakar lahan dan hutan tetap dilakukan sebagai upaya

pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

GUBERNUR RIAU

6. Senantiasa mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pekanbaru, 20 September 2019 Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan
Perundang-undangan terkait pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan

Kepada Yth
Bupati/Walikota Se Provinsi Riau |
7. Agar memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang
2, T t Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta
em . 1 .
i Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan Instruksi Presiden
DARAN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian [zin Baru Dan
SURAT E
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut.

Nomor : 335 /SE/2019

ENTANG oo ! . N , ] |
5 e Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

BERNUR RIAU,

Menindaklanjuti Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia dan
jajarannya beserta Gubernur Riau pada tanggal 16 September 2019 di Pekanbaru,
dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak
terjadinya kabut asap, dimintakan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tembusan disampaikan kepada Yth : :
(FORKOPIMDA), Camat, Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas dalam upaya . Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan l{r:umanan di Jakarta;
penanganan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerah masing-masing serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;

mengikutsertakan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

2. Terhadap lahan yang terbakar dapat diberikan police line dan pengumuman
*dilarang menanam” di lahan terscbut untuk mengetahui pembakar lahan

tersebut bekerjasama dengan Kepaolisian setempat.

No s -

3. Terhadap lahan korporasi yang terbakar sesuai kewenangan masing-masing
untuk sementara izin lingkungan dibekukan, agar korporasi fokus
memadamkan api di lahannya dan/atau sekitar areal lahan korporasi.

,quuhn kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan Surat Kepemilikan
“Tanah (SKT) pada lahan terbakar sebelum permasalahan kebakaran
diselesaikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.




